PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I PADANG
NOMOR : 9 TAHUN 1996
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT Il PADANG

Menimbang a. bahwa dengan telah keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Kesehatan, maka Susunan Organisasi dan * Tata Kerja |
Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Padang
sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Tingkat I Padang No. 15 Tahun 1984 perlu disempurnakan

b. bahwa penyermpurnaan organisasi dan tata kerja Dinas
Kesehatan sebagai mana dimaksudkan pada huruf a diatas. perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah

¢.  bahwa untuk tercapainya maksud tersebut huruf a dan b diatas,
perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah

Mengingat : I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Dacrah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Tengah, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat Il Padang;

2. Undang-undang Nomor § Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah:
3.  Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok

kepegawaian
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok

Kesehatan:
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Menetapkan
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10.

11.

12.

1

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada
Daerah:

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di daerah:

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan  Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada
Daerah Tingkat II;

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam
Negert Nomor 48/Men.  Kes/SKB/I1/1988 dan Nomor 7 Tahun
1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemenntah dalam
Bidang Keschatan kepada Daerabh;

Keputusan Menten Kesehatan Nomor 99a/Men. Kes/SK/I11 1982
tentang, berlakunya Sistim, Kesehatan Nasional;

Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang
Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

Keputusan Menten Dalam Negen Nomor 84 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 (entang
Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang
Pedoman Organisast dan Tata Kerja Dinas Kesehatan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKA'T II



PADANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KESEHATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT [ PADANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a,
b.
C.

Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat I1 Padang;

Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Padang;
Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 11
Padang:

Dinas Kesehatan Kotamadya (DKK) adalah Dinas Keschatan Kotamadya Daerah
Tingkat [I Padang,

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat 1 Padang.
Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) adalah unsur Pelaksana untuk melaksanakan
tugas kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat di Wilayah Kerja Tertentu;
Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan
pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah tingkat atasannya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan
kepada yang menugaskannya;

Pensistimasian adalah cara untuk bahan pemecahan masalah untuk mengambil
tindakan selanjutnya;

Usaha Keschatan Institusi adalah suatu usaha kesehatan yang ditujukan kepada
lembaga/sarana pendidikan, baik secara formal maupun informal;

Bahan adalah berupa data atau alat yang dapat kita pergunakan untuk membuat

atau melaksanakan tgas selanjutnya.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan



Pasal 2

(1) Dinas Kesehatan Kotamadya adalah Perangkat Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan urusan Pemerintah dibidang kesehatan yang telah diserahkan dan
tugas pembantuan.

(2) Dinas Kesehatan Kotamadya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3

Dinas Kesehatan Kotamadya, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian uruusan
rumah tangga daerah, dalam bidang kesechatan yang menjadi tanggung jawab dan tugas
pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tingkat I

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas

Kesehatan Kotamadya mempunyai fungs: :

a. Pembinaan umum dibidang kesehatan, meliputi pendekatan pengikatan (promotif),
pencegahan (preventif), pengobatan (curatif), pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera
Barat;

b. Pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan, rujukan, berdasarkan
kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;

c. Pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.



(1) Susunan organisasi Dinas Keschatan Kotamadya terdint dari :

4a.

b.

0

= 0. = 0

-
'

BAB 111
ORGANISASI DINAS
Bagian Pertama

Susunan Organisasi
Pasal 5

Kepala Dinas;

Sub Bagian Tata Usaha,

Seksi Pelayanan Kesehatan;

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P);
Seksi Penyehatan Lingkungan;

Seksi Kesehatan Keluarga

Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM});

Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-Seksi, dan UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas

(3) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan Kotamadya, dengan Pola Maksimal, sebagaimana

tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

Peraturan Daerah im1.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencna, pro-

gram, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, humas dan protokol, penyusunan data

statistik, penggandaan, perlengkapan, tugas-tugas umum serta pembuatan laporan kerja

Mnas Kesehatan Kotamadya.
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Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas térsebut Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha

mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan urusan surat menyurat, perlengkapan, kerumahtanggaan, penggandaan,
humas dan protokol serta urusan umum;

b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai;
c. Pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan;

d. Penyusunan rencana dan program, penyusunan data statistik, penyusunan laporan
kerja Dinas serta penyebaran informasi kesehatan.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdin dari :
a. Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan:
b. Urusan Kepegawaian;
c. Urusan Keuangan:
d. Urusan Umum

(2) Masing-masing urusan tersebut ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala
Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian
Tata Usaha.

Pasal 9

(1) Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan mempunyai tugas menyusun rencana
dan program, pengumpulan, pengolahan data, penyusunan data statistik,
menyebarkan informasi kesehatan serta penyusunan laporan.

(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi kesejahteraan dan
latihan kepegawaian
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(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan dan perbendaharaan

(4) Urusan Umum mempunyai tugas mengelola surat menyurat, perlengkapan,
penggandaan, pengadaan, kerumahtanggaan dan tugas-tugas umum.

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Kesehatan
Pasal 10

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membina pengembangan Rumah Sakit,
Puskesmas dan Usaha Kesehatan Khusus, pembinaan usaha pemulihan kesehatan serta
peningkatan rumah sakit.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 10, Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai

fungsi :

a. Pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu
pelayanan rumah sakit serta menganalisa laporan perkembangan dan pelaksanaan
pelayanan rumah sakit;

b. Pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu
pelayanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu serta pengadaan alat-alat kesehatan
pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu:

c. Pengumpulan bahan pelaksanaan usaha-usaha pembinaan Rumah Sakit Umum dan
Rumah Sakit Jiwa;

d. Penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan serta pembinaan

pengawasan pengelolaan obat-obatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Pasal 12
(1) Seksi Pelayanan Kesehatan terdiri dar :
a. Sub Seksi Rumah Sakit;

67



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

b. Sub Seksi Puskesmas:
c. Sub Seksi Kesehatan Khusus;
d. Sub Seksi Kefarmasian

Masing-maisng Sub Seksi tersebut ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yang melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

Sub Sekst Rumah Sakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan
pembinaan perkembangan rumah sakit, peningkatan mutu pelayanan rumah sakit
serta pelaksanaan pengawasan pelayanan rumah sakit

Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan
pembinaan, pengawasan perkembangan puskesmas, dan pengelolaan obat-obatan

Sub Seksi Keschatan Khusus mempunyai tugas mengumpulkan bahan
penyelenggaraan pembinaan rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta, dan
mengkoordinasikan laporannya.

Sub Seksi Kefarmasian mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana
kebutuhan obat-obatan, alat-alat kesehatan pada puskesmas dan puskesmas Pembantu
serta pengawasan pengelolaan obat-obatan.

Bagian Keempat
Seksi Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit

Pasal 14

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas menyiapkan rencana

penyelenggaraan kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pengawasan

penyakit menular, imunisasi dan penyakit yang bersumber dari binatang, serta sumber

penyakit lamnnya.
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Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 14 Peraturan Daerah imi Seksi Pencegahan

dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :

a.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Perencanaan kegiatan pemberantasan, pengawasan penyakit menular dan penelitian
kemungkinan terjadinya wabah penyakit;

Evaluasi, monitoring pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyakit
pemberantasan penyakit menular dan imunisasi,

Penyebarluasan informasi cara-cara pemberantasan sumber-sumber penyakit menular

Pasal 16

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakat terdin dan :

a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit;

b.  Sub Seksi Pencegahan Penyakit;

¢. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang Bersumber Binatang;
d.  Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung

Masing-masing Sub seksi tersebut ayat (1) pasal in1, dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Pasal 17

Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan rencana

penelitian, pengamatan dan tindakan kemungkinan terjadinya wabah penyakit

Sub Seksi Pencegahan penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan monitor-
ing, evaluasi pelaksanaan vaksinasi rutind an insidentil pada Puskesmas, Posyandu,
Unit Pelayanan Kesehatan lainnya serta menganalisa hasil penelian penyakit

Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang bersumber Binatang mempunyai tugas
mengumpulkan bahan penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan,

penanggulangan penyakit malaria, demam berdarah, anthrax dan pemberantasan
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vcktornya serta menyebarluaskan informasi cara pemberantasan penyakit yang
ditularkan melalui vektor.

(4) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung mempunyai tugas
mengumpulkan bahan penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular langsung
dan menycbarfuaskan informasi cara pemberantasannya.

Bagian Kelima
Seksi Penyehatan Lingkungan

Pasal 18

Seksi Penychatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan : pengumpulan bahan
penyclenggaraan kegiatan kebersihan lingkungan dan kebersihan tempat umum serta
usaha peningkatan kebersihan dan keschatan masyarakat.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tupas tersebut pada pasal 18 Peraturan Dacrah ini, Seksi
Penychatan Lingkungan mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan, pensistimasian dan penganalisaan data kegiatan kebersihan tempat-
tempat umum serta mengkoordinasikan usaha peningkatan sarana keschatan
masyarakat;

b. Pengumpulan dan pensistimasian bahan pembinaan, pengawasan kwalitas air dan
lingkungan;

¢. Pengumpulan dan pensistimasian data kebersihan lingkungan pemukiman serta
mengkoordinasikan kegiatan penyclenggaraan peningkatan kebersihan lingkungan
pemukiman;

d. Pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan terhadap perusahaan makanan dan
minuman serta pembinaan, pengarahan kepada rumah makan dan restoran
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(1)

(2)

(1)

{2)

{3)

4)

Pasal 20

Sekst Penyehatan lingkungan ferdiri dan :

a. Sub Secksi Penyehatan Tempat-tempat Umum;

b. Sub Seksi Pengawasan Kwalitas Air dan Lingkungan;
c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan,;

d. Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman

Masing-maisng Sub Seksi tersebut ayat (1} pasal ini, dipimpin oleh Seorang Kepala
Sub Sekst yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 21

Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan
mensistimasikan bahan pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kebersihan tempat-
tempat umum.

Sub Seksi Pengawasan Kwalitas Air dan Lingkungan mempunyai tugas.
mengumpulkan dan mensistimasikan bahan pembinaan serta petunjuk cara
pembuatan air minum bersih dan kesehatan lingkungsn kepada masyarakat

Sub Sckai Penyehatan Lingkungan mempunyai mugas, mengumpulkan bahan rencana
dan koordinasi kegiatan peningkatan kebersthan lingkungan pemukiman

Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman mempunyai tugasimengumpulkan
bahan pembinaan, pengawasan industri makanan dan minuman serta rumeah
makan dan restoran.

Bagian Keenam
Seksi Kesehatan Keluarga

Pasal 22
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Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melakukan kegiatan pemeriksaan, pelayanan
kesehatan ibu, anak dan keluarga pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Unit Pelayanan
serta Pelayanan Kesehatan ITbu Hamil dan Keluarga Berencana,

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 22 Peraturan Daerah ini, Seksi

Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :

a. Pengolahan bahan penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan kesehatan ibu, anak
dan pelayanan Keluarga Berencana,

b. Pengumpulan bahan, memonitor status dan pengaturan gizi masyarakat melalui
Puskesmas;

¢. Pengolahan bahan pembinaan Rumah Sakit, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu
dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan apnak serta pembinaan
penyclenggaraan pelayanan keschatan penderita usia lanjut;

d. Pengumpulan bahan pembuatan laporan penyelenggaraan pemeriksaan ibu hamil,
anak serta kesejahteraan ibu hamil dan Keluarga Berencana

Pasal 24

(1} Seksi Kesehatan Keluarga terdini dan :
a. Sub Sekst Keschatan ibu dan keluarga berencana;
b. Sub Seksi: Gizi;
¢. Sub Sekst Kesehatan Anak:
d. Sub Seksi Keschatan Usia Lanjut;

(2) Masing-masing Sub Seksi tersebut ayat (1) pasal ini dipimpin oleh scorang Kepala
Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertangpung
jawab kepada Kepala Scksi Keschatan Keluarga.
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(1)

(2)

(3)

{4)

Pasal 25

Sub Seksi Kesehatan ibu dan Keluarga Berencana mempunyai tugas, mengumpulkan
bahan penyelenggaraan usaha kesehatan dan pelayanan keschatan ibu serta Keluarga

Berencana

Sub Seksi Gizi mempunyai tugas, mengumpulkan bahan pembinaan pengaturan,

dan memonitor gizi masyarakat

Sub Seksi Keschatan Anak mempunyai tugas, mengumpulkan bahan
penyelenggaraan usaha pcmeriksaan dan pembinaan kesehatan anak melalut Rumah
Sakit, Puskesmas. serta Puskesmas Pembantu

Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut mempunyai tugas, mengumpulkan bahan
penyelenggaraan usaha-usaha pelayanan keschatan penderita usia lanjut daa
pembinaan pola hidup sehat orang usia lanput,

Bagian Ketujuh
Seksi Penyuiuhan Kesehatan Masyarakat

Pasal 26

Seksi Penyuluhan Keschatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan bimbingan, pro-

gram penyuluhan dan penyuluhan langsung scrts pengawasan tehnis penyuluban

kesehatan masyarakat

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 26 Peraturan Daerah ini, Seksi

Penyuluhan Keschatan Masyarakat mempunyai fungs :

b.

Pengumpulan bahan pembinaan dan himbingan keschatan kepada masyarakat
melalui Mass Media:

Pengumpulan dan mengolah bahan kegiatan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan

langsung scrta pengirwasan tehnis penyuluhan kesehatan masyarakat;
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{1}

(2)

()

(2)

(3)

{4)

74

Pengolahan bahan koordinasi usaha-usaha pengobatan kesehatan institusi:

Pengumpulan bahan laﬁnrﬂn dan evaluasi pelaksanaan bimbingan serta penyuluhan
kesehatan masyarakat

Pasal 28

Scksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
a. Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi:
Sub Seksi Peran Serta Masyarakat;

b
C. Sub Scksi Sarana dan Metoda;
d. Sub Scksi Penyebarluasan Informasi;

Masing-maisng Sub Seksi tersebut ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Pasal 29

Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi, mempunyai tugas mengumpulkan baharn
penyelenggaraan koordinasi usaha-usaha pengobatan kesehatan institusi

Sub Scksi Peran Serta Masyarakat, mempunyat rugas mengumpulkan bahan laporan
dan cvaluasi pelaksanaan bimbingan serta penyuluhan kesehatan masyarakat

Sub Scksi Sarana dan Metoda mempunyait tugas mengumpuikan bahan
penyelenggaraan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan langsung serta pengawasan
teknis penyuluhan kesehatan masyarakat

Sub Seksi Penyebarluasan Informasi, mempunyai tugas mengumpulkan bahan
pembinaan dan bimbingan keschatna kepada masyarakat melalui Mass Media

Bagian Kedelapan
Lnit Pelaksana Teknis Dinas



Pasal 30

{1) Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan
adalah pelaksanaan tehnis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas Kesehatan Kotamadya dibidang Rumah Sakit Umum, Rumah Sakut
Khusus, Sekolah Kesehatan, Laboratorium dan Puskesmas

(2) Unit Pelaksana Tehnis Dinas dipimpin oleh scorang Kepala UPTD yang berada
dibawsh dan bertanggung jawba kepada Kepala Dinas Kotamadya

Pasal 31
Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan Kotamadya dapat dibentuk setelah
memenuhi kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Bapian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang
keahlian dan kebutuhan

Pasal 33

(1} Ketompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan
Fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

{2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebuthan dan beban kerja

(3) Pembinaan lerhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku
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Bab IV
Tata Kerja

Pasal 36

(1} Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Keschatan Kotamadya dan Instansi Vertikal

yang urusannya scjenis menyelenggarakan koordinasi‘hubungan kerja dengan cara
sebaik-baiknya

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Keschatan Kolamadya wajib
menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya

Pasal 37

(1) Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh

Kepala Daerah

(2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk. membina, membimbing dan
mengawaesi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada

dalam lingkungan dinasnya.

BAB V
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 38

Kepala Dinas dan Pejabat-Pejabat lainnya dilingkungan Dinas Kesehatan Kotamadya
diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku

BAB V]
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Sepala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan wigas Dinas Kesehatan Kotamadya,
dibebankan sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tingkat 11,
Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat 1. Anggaran Pendapatan Belanja

Negara serat bantuan dary lembarry Gl vang sah
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BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
- Pasal 40

Pembentukan jabatan wakil kepala dinas terlebih dahulu memenuhi kreteria yang
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan
Menteri Kesehatan Gubernur Kepala Daerah dan Walikotamadya Kepala Daerzh

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka organisasi dan tata kerja Dinas
Kesehatan Kota Madya yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat 1I Padang No. 15/PD/1984 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah im, sepanjang pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah

(3) Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahul. memenntahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerzh Tingkat I{ Padang

DITETAPKAN DI : PADANG

PADA TANGGAL : 25 RULI 1996
DEWA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il PADANG TINGKAT Il PADANG
dto dto
H. FIHIR ABDULLA DRS. H. ZUIYEN RAIS, MS
Disahkan dengan Keputusan Gubernur DIUNDANGKAN
Kepala Daerah Tk. I Sumatera Barat DALAM LEMBARAN DAERAH

Tegl. 21 - 10 - 1996 No. SK. 188.34-721-1996 KOTAMADYA DAERAH TK I PADANG
* An. Bukti Wilayah Kepala Daerah Tk.  Sumatera Barat NO. 121 TGL. 3 -1- 1997 SERI D - 22

Sekretaris Wilayah Dacrah SEKRETARIS Kozimnva DAERAH
7 dto
H. L PAYAN
H. ZAINAL BAKAR DRS. H. MASRIL PAY

Pembina Utama Madya PEMBINA, NIP, 0100447

Nip. 0052530
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BAGAN SLISUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN | AMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG DAERAH TINGRAT 1 PADANG
POLA MAKSIMAL NOMOR I TAHLN 19%
TANGGAL - 251ULY 19%%
| KEPALA DN AS
| - ]
hELOMPOR JABATAN FLNGSIONAL SUB BAGLAN
TATA LSAHA
LRUSAN URLISAN URUSAM | LRUSAN
RCH DANTNF | | kEPEGawataw | [ kEUANGAN| [ tvm
| ]
sEPLYANAN | | SBareacEGys T PENYEHATAN ’ SERS NESFHATAN SEXSTPENYULLMAN
WESEHATAN PRETSN, PENYARIT LM LNGAN hE1ARDA LESEHATAN WEY
) J — 1 ]
gases L smsaseay Uwpsemrmar| L ssms || SUBSEXSILSAHA
RUMAM SaxiT MATAN PENYAKIT [EMPATTEMPATLMLM @ KESERATAN DNSTITUS]
QBT LBSESIPEE | smsosrecwsy | L snexsemunet | | suasoosmman
FSKESMAS GAHAN PENY AXKIT KWLT AIR DANLING BUDAY KD SERTA MASYARAKAT
suRse sl L] RpsesimeTsy | seseseenE | L] snseonesaun L ssemmsanaa
WIHUSLS OYXT SR BINATANG HATANLINGRLNGAN K DAN METDDE
|| SLUBSERS R DS PRATSY i SLUBSEKH PENY. U8 SERS KESEHATAM ] SUBSEXH PENYERAR
KEFARMVASIAN [ | ™CTMEMARLSE MALASAY & MIVUSAN ST LAY LUASAN INFDRALG!
UPTD
| RUMAH SAKIT UMLIM
1 RUMAH SARIT KHUSLS
3. SEKOUAH KESEHATAN
1 LABORATORIL™M
5 PUSHESMAS DLL DITETAPKAN D). PADANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH
KOUTAMADY A DAERAH TINGKAT Il PADA, NG

dio

H FHIIR ABDULLAH

Pisahkan dengan Keputusan Gubemnur

Kepaia Dacrah TX. | Sumatera Baat

TRl 2! - 10 - 1996 No. SK. 188.34-721.199¢
An. Bukti Wilyah Kepais Dacrah Tk, | Sumatera Barag

Sckretaris Wilayah Daecrah
. dio
N AR
Pembina Uama Madya
Nip. 0052530
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PADA TANGGAL : 25 JUL| 199

MALIKOTAMADYA KEFALA DAFRAJ
TINGKATY PADANG

dto
‘EM

ALS, MS

DILNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAL
KOTAMADYA DAERAH TE 1 PAD AN,
NOLI21 TGL. 3.1. 1997 SERID . 27

SEXRETARIS KOTAMADYA DAERAM
din

DES. H. MASRIL Payay

PEMBINA_NIP, 01001447



